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RINGKASAN

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BEBAN PEMBUKTIAN
TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa melainkan
merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Jika dikaji dari sisi akibat dan dampak
negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak
pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan
perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia. Dari sekian banyak
instrumen dan pranata hukum yang telah diimplementsikan dalam kebijakan
perundang-undangan untuk memberantas korupsi di republik ini, salah satu
diantaranya adalah sistem pembalikan beban pembuktian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Asas pembuktian terbalik mengalami pro dan kontra dalam penanganan
tindak pidana korupsi dari sisi pelaksanaan beracara pidana, dimana dalam
hukum acara nasional pembuktian berada pada kewajiban Jaksa Penuntut
Umum dalam upaya mengungkap kebenaran yang dituntut dimuka
pengadilan dan setiap orang menurut hukum pidana umum harus
berdasarkan asas non self incrimination yaitu seorang terdakwa berhak
untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan
dirinya di muka persidangan. Hal ini kemudian dapat disimpulkan menjadi
pandangan pro dan kontra, dimana bila dilihat dari peraturan tindak pidana
khusus maka sudah sesuai aturan khusus yang berlaku pada asas pembuktian
terbalik yang digunakan dalam beracara kasus tindak pidana korupsi.

2. Penerapan prinsip hukum pembuktian terbalik kasus tindak pidana korupsi
dilakukan melalui sistem beracara yang dibuat secara khusus sehingga
terjadi perbedaan proses pembuktian, hal ini dikarenakan kasus tindak
pidana korupsi termasuk dalam kasus pidana yang sifatnya khusus dan
masuk dalam lingkup tindak pidana khusus. Dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
penerapannya dipergunakan bagi pelanggaran hukum berkaitan dengan
gratifikasi yang dimungkinkan terjadinya praktek suap.
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KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BEBAN PEMBUKTIAN
TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Muhammad Chairullah Helmi

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah Untuk Mengetahui Pro dan Kontra terhadap
Asas Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi serta Menganalisis
Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dalam Pasal 12B di depan Persidangan.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan
hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan (library research)
dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan semua tulisan yang
berkaitan dengan objek yang dikaji dan diteliti yaitu; berupa bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif
analisis. Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif, yaitu suatu penelitian
yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan
untuk mengatasi masalah-masalah tertentu

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: PertamaAsas
pembuktian terbalik mengalami pro dan kontra dalam penanganan tindak pidana
korupsi dari sisi pelaksanaan beracara pidana, dimana dalam hukum acara nasional
pembuktian berada pada kewajiban Jaksa Penuntut Umum dalam upaya mengungkap
kebenaran yang dituntut dimuka pengadilan dan setiap orang menurut hukum pidana
umum harus berdasarkan asas non self incrimination yaitu seorang terdakwa berhak
untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya
di muka persidangan. Kedua, Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerapannya dipergunakan bagi pelanggaran
hukum berkaitan dengan gratifikasi yang dimungkinkan terjadinya praktek suap.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Beban Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi

xil
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